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Ringkasan 

Transparansi yaitu keterbukaan suatu lembaga terhadap bawahanya dan 

tataran masyarakat sesuai program kerja yang dijalankan. Keterbukaan  

dimaksudkan tidak hanya pada dana yang alokasikan dan yang sudah 

dimanfaatkan melainkan capaian dalam setiap program yang akan disampaikan 

pada staf dan masyarakat umumnya.  

Untuk mendapatkan golls good governance yaitu dibutuhkan keterbukaan 

pada pemerintah dalam menyampaikan berbagai macam hal pada masyarakat 

hingga dapat diterapkan dan dikomunikasikan ke pihak elemen. 

Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Desa Beji 

Tingkat pengetahuan yaitu suatu prestasi atau keberhasilan mengenai 

kompotisisi dalam berbagai aspek. Keberhasilan yang diperoleh menjadi nilai 

yang mempunyai omset yang terletak pada setiap elemen yang mampu bersaing di 

berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Tujuan utama  

pembangunan sumber daya manusia di kalangan adalah seiring perkembangan 

globalisasi masyarakat desa dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki 

kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. bahwa upaya 

pemerintah Desa Beji dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya 

manusia yaitu melakukan pendekatan secara individu dan sosialisasi akan 

pentingnya perkembangan sumber daya manusia bagi masyarakat Desa Beji. 

Upaya pemerintah  desa Beji pun bukan hanya memberikan pendekatan bagi 

masyarakatnya tetapi memberikan modal usaha bagi masyarakatnya. 

Kata Kunci : Transparansi,Add,Good Governance,Pemerintah desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Transparansi yaitu keterbukaan suatu lembaga terhadap bawahanya dan 

tataran masyarakat sesuai program kerja yang dijalankan. Keterbukaan yang 

dimaksudkan tidak hanya pada dana yang alokasikan dan yang sudah 

dimanfaatkan melainkan capaian dalam setiap program yang akan disampaikan 

pada staf dan masyarakat umumnya.  

Keberhasilan pemerintah dapat diukur dari semua program-program yang 

dijalankan sesuai dengan komitmen masyarakat dan pemerintah. Hal ini 

merupakan pemerintah desa. Hal ini merupakan pemerintah dapat melakukan 

sesuatu aktivitas yang penuh dengan loyalitas dan totalitas dalam melaksanakan 

sebuah regulasi, dan pemerintah lebih beragresif dalam menanggapi suatu 

persoalan secara universal yang kemudian dapat mengadvokasi persoalan-

persoalan yang di keluhkan oleh masyarakat. 

Sebuah lembaga dalam pengelolaan atau pelaksanaan kewenangan sesuai 

desentralisasi daerah dapat menjadi bagian sebagai konseptor dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penggerak roda pemerintahan 

hingga dapat dikatakan good governance. Hal ini dalam pemerintahan dapat 

wewenang sesuai dengan koridor dan prosedural pemerintahan. 
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Sebagaimana instansi menginstruksikan progatif pada pimpinan daerah 

sebagaimana teknis, dan konsep, dengan demikian dapat tercapai apa yang 

menjadi harapan bersama (Thomas, 2013:105-124). 

Otonomi daerah ditujukan untuk menjadikan pemerintah sebagai fasilitator, 

serta sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersaing sebagaimana sesuai dengan 

aturan. Pemerintah dapat memunculkan suatu kebijakan atau inisiatif bagi 

masyarakat sehingga dapat diperhatikan sesuai dengan problematika yang terjadi 

di lapangan agar memikul tanggung jawab dan kepedulian yang besar terhadap 

kehidupan masyarakat dan lingkungan daerahnya. Secara struktural untuk melihat 

kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat dapat dilihat dari pemerintahan desa. 

Desa sebagai representasi bagi kabupaten sebagai penggerak dalam menjalankan 

suatu amanah otonomi daerah sesuai prosedural. 

Keberlangsungan kesejahteraan pada masyarakat pemerintah yang 

mempunyai peranan penting dalam melihat segala problematika yang terjadi di 

wilayah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah menjadi ujung tombak dalam 

pergerakan masyarakat. Pemerintah memunculkan suatu stakeholder dalam 

pemberdayaan masyarakat.(Sofiyanto, 2016:63-76). 

1.1. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan masalah dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana transparansi pelaksanaan pembangunan pemerintah Desa di 

Desa Beji? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan desa 

beji?  
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1.2.Tujuan Penelitian 

 Tujuan uraian ini merupakan bisa menjelaskan,ADD dan transparansi 

pelaksanaan pembangunan 

1.3.Manfaat Penelitian 

Dari uraian di atas maka peneliti mengharapkan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Karya ilmiah tersebut dapat bermanfaat bagi semua orang yang 

membutkan sebagai peyumbang yang khususnya mengenai Akuntabilitas  

2. Manfaat praktis 

Berdasarkan obesrvasi peneliti menjadi sumbangsih dan bahan evaluasi 

bagi pihak terkait dalam mengembangkan bidang yang sama.
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